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BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGUATAN INSTITUSI MASYARAKAT PERDESAAN /PERKOTAAN

Menimbang :

Mengingat

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALQO,

. bahwa Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan

Keluarga Berencana kegiatan yang disinergikan antara
pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu
upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan

penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas;

.bahwa dalam wupaya pemberdayaan pelayanan kepada

masyarakat di bidang pembangunan keluarga, kependudukan,
dan keluarga berencana diperlukan peran serta pemerintah
daerah setingkat desa/kelurahan, melalui masyarakat secara
terintegrasi dan terpadu Institusi Masyarakat
Perdesaan/Perkotaan (IMP);

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penguatan Intitusi Masyarakat

Pedesaan /Perkotaan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959



Menetapkan:

3.

¥

5.

6.

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
161; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5080);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun
2014 tentang  Perkembangan = Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem
Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 319; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5614);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGUATAN INSTITUSI
MASYARAKAT PEDESAAN/PERKOTAAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

KAEASOPD A(i 1 s‘%% WABUP
LT &




.Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Program
Bangga Kencana adalah kegiatan yang disinergikan
antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
provinsi, kabupaten, dan kota maupun dengan pemangku
kepentingan dan mitra kerja.

. Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dalam
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut IMP
Bangga Kencana adalah wadah partisipasi dan peran
serta masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan
Program Bangga Kencana di tingkat desa/kelurahan.

.Sub IMP Bangga Kencana adalah wadah partisipasi dan
peran serta masyarakat secara aktif dalam
penyelenggaraan Program Bangga Kencana di tingkat
Rukun Warga /dusun/sebutan setingkat lainnya

. Kelompok KB adalah wadah partisipasi dan peran serta
masyarakat secara aktif dalam penyelenggaraan Program
Bangga Kencana di tingkat Rukun Tetangga setingkat lainnya.
. Kader IMP Bangga Kencana adalah seseorang yang secara
sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola
perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan
keluarga berencana tingkat desa/kelurahan.

. Kader Sub IMP Bangga Kencana adalah seseorang yang secara
sukarela berperan aktif melaksanakan dan mengelola
perkembangan kependudukan, pembangunan keluarga, dan
keluarga berencana tingkat Rukun Warga.

. Kader Kelompok KB adalah seseorang yang secara sukarela
berperan aktif melaksanakan dan mengelola perkembangan
kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga

berencana tingkat Rukun Tetangga.

. Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang sclanjutnya
disebut PLKB adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas,
tanggung jawab, dan wewenang secara penuh untuk

melakukan pengelolaan teknis lini lapangan perkembangan
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kependudukan, pembangunan keluarga, dan keluarga

berencana.

. Bina Keluarga Balita dan Anak yang selanjutnya disebut BKB

adalah layanan penyuluhan bagi orangtua dan anggota
keluarga lainnya dalam mengasuh dan membina tumbuh
kembang anak melalui kegiatan stimulasi fisik, mental,
intelektual, emosional, spiritual, sosial dan moral untuk
mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam
rangka meningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian
ber-KB bagi Pasangan Usia Subur anggota kelompok kegiatan.
Bina Keluarga Remaja yang selanjutnya disingkat BKR adalah
kegiatan yang dilakukan oleh keluarga dalam bentuk
kelompokkelompok di mana orang tua mendapatkan informasi
pendidikan serta bimbingan/pembinaan tumbuh kembang
anak dan remaja secara baik dan terarah dalam rangka
pembangunan sumber daya manusia yang bermutu, tangguh,
maju dan mandiri dengan dibantu oleh beberapa
fasilitator /motivator /kader yang bekerja secara sukarela.
Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang selanjutnya
disebut PIK Remaja adalah wadah kegiatan pembinaan
ketahanan remaja yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja
yang berada di jalur pendidikan (satuan pendidikan formal
setingkat SD, SLTP, SLTA atau yang sederajat dan perguruan
tinggi dan jalur masyarakat, satuan pendidikan nonformal,
institusi, dan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.
Rumah Dataku adalah rumah/tempat yang difungsikan
sebagai pusat data dan intervensi permasalahan
kependudukan yang mencakup sistem pengelolaan dan
pemanfaatan data kependudukan di tingkat mikro mulai dari
mengidentifikasi, mengumpulkan, menverifikasi, menganalisis,
data yang bersumber dari, oleh, dan untuk masyarakat
sebagai basis untuk intervensi pembangunan di Kampung
Keluarga Berkualitas dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.
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13. Bina Keluarga Lansia yang selanjutnya disingkat BKL adalah
wadah kelompok kegiatan masyarakat yang terdiri dari
keluarga lansia yang bertujuan meningkatkan pengetahuan,
sikap dan perilaku, serta keterampilan keluarga lansia dan
pra lansia untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan
lansia dan pra lansia.

14. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor yang
selanjutnya disingkat UPPKA adalah usaha ekonomi produktif
yang beranggotakan sekumpulan anggota keluarga akseptor
yang saling berinteraksi dalam rangka meningkatkan fungsi
ekonomi keluarganya demi mewujudkan kemandirian ekonomi
Keluarga.

15. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.

16. Pemerintah  Daerah  adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah otonom.

17. Bupati adalah Bupati Gorontalo.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman
penguatan institusi masyarakat perdesaan/perkotaan dalam
melaksanakan program Bangga Kencana di Desa, dan
Kelurahan.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai acuan untuk
meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat

dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan

Keluarga Berencana.

BADB III
PENGUATAN INTITUSI
Pasal 3
Penguatan Institusi Perdesaan/Perkotaan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan
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Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4
Pembiayaan Penguatan Institusi Masyarakat
Perdesaan/Perkotaan bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati mulai ini berlaku, Pembantu pembina
keluarga berencana Desa dan sub pembantu pembina keluarga
berencana Desa yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan

fungsinya sampai dengan berakhir masa tugasnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Pada saat peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati
Gorontalo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tugas dan
Fungsi Institusi Masyarakat Pedesaan Pembantu Pembina
Keluarga Berencana Desa Dan Sub Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa Di Kabupaten Gorontalo (Berita Daerah
Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 Nomor 6) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal
ATN GORONTALO, i

Diundangkan di Limboto

pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DA

KABUPATEN GORONTALOQ,

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 3



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal

ORONTALO,

NELSON JOMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAE KAB EN GORONTALO,

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 3



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal

ORONTALO %

" NELSON FOMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DA KABUPATEN GORONTALOQO,

MOHAMAD TRIZAL ENTENGO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR 3



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG PENGUATAN INSTITUSI MASYARAKAT
PEDESAAN/PERKOTAAN

PENGUATAN INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN/PERKOTAAN

BABI
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana

Nasional (BKKBN) diberikan amanat tugas untuk menyelenggarakan
urusan di bidang Pengendalian Penduduk dan Pembangunan Keluarga,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Program
Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
(Bangga Kencana) merupakan salah satu bukti bahwa konsentrasi
pemerintah dalam pembangunan dipengaruhi oleh kuantitas dan
kualitas penduduk. Program Bangga Kencana merupakan salah satu
program urusan wajib non pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh
keluarga dan masyarakat di desa/kelurahan. Desa/kelurahan memiliki
wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat yang diakui oleh sistem pemerintahan nasional dan berada di
daerah kabupaten/kota dan kecamatan. Dalam pemerintahan setingkat
desa/kelurahan yang dipimpin oleh kepaladesa/lurah, mempunyai
kekuasaan untuk mengarahkan pembangunan dan masyarakat di
desa/kelurahan tersebut sesuai kewenangannya.

Peran kepala desa/lurah sangat dibutuhkan demi memberikan
pelayanan dalam penyelenggara pelayanan publik karena peranan
kepala desa/lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
pemerintahan, pembangunain, dan komasyarakatan. Dalam
hubungannya sebagai penguasa, kepala desa/lurah mempunyai tugas
untuk memimpin pemerintahan desa/kelurahan, mengoordinasikan
pembangunan desa/kelurahan dan membina kehidupan masyarakat di

segala bidang. Keberadaan sosok kepala desa/lurah sebagai pemimpin



IL.

menjadi penting manakala ia dapat bertindak sebagai motivator,
fasilitator, dan mobilisator maupun untuk mengarahkan warganya dan
juga perangkat desa/kelurahan lainnya dalam rangka pembangunan
desa/kelurahan dan meclaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Kepala desa/lurah berperan sebagai organisator pemerintahan di

wilayahnya untule mencapai tujuan pembangunan masyarakat.
Penggerakan masyarakat merupakan hal yang mencakup pengelolaan
pemerintahan desa/kelurahan secara keseluruhan dimana kepala
desa/lurah ikut berperan didalamnya. Masyarakat mempunyai peranan
penting dalam  keberhasilan pembangunan, termasuk dalam
penyelenggaraan pelayanan publik. Peran serta kepala desa/lurah dalam
penyelenggaraan  pelayanan  publik  didefinisikan  sebagai  suatu
partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga ataupun
kelompok, untuk  bersama-sama  mengambil tanggung  jawab,
mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan
upaya penyelenggaraan pelayanan publik. Keberhasilan dari program-
program penyelenggaraan pelayanan public yang berlandaskan peran serta
masyarakat termasuk Program Bangga Kencana.

Pemerintah desa/kelurahan  mempengaruhi  keberadaan peran
serta masyarakat dalam pelayanan publik di desa/kelurahan yang
selama ini diperankan salah satunya oleh Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD), Sub Pembantu Pembina Keluarga
Berencana Desa/Kelurahan (Sub PPKBD), dan Kelompok KB. Perubahan
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD) dan Sub
Pembantu  Pembina  Keluarga Berencana  Desa/Kelurahan  (Sub
PPKBD) menjadi IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana
sangat penting sebagai salah satu upaya dalam penyelenggaraan

program Bangga Kencana di wilayah setingkat desa/kelurahan.

Tujuan

Pedoman ini bertujuan sebagai acuan dalam peningkatan peran serta
dan pemberdayaan masyarakat dalam Program Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencana melalui pembentukkan IMP

Bangga Kencana
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BABII
PENYELENGGARAAN
IMP BANGGA KENCANA DAN SUB IMP BANGGA KENCANA

Kedudukan

IMP Bangga Kencana Dan Sub IMP Bangga Kencana berkedudukan

di wilayah setingkat Desa/ Kelurahan.

Kelembagaan

Struktur kelembagaan IMP Bangga Kencana Dan Sub IMP Bangga

Kencana paling sedikit terdiri dari :

d.
b.

.

Penanggung jawab, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah.
Pembina, dijabat oleh Penyuluh KB/PLKB, TOMA, TOGA.
Kepengurusan IMP Bangga Kencana:
1. Ketua;
2. Sekretaris;
3. Bendahara;
4. Bidang-Bidang;

a) Bidang data Bangga Kencana;

b) Bidang KIE dan Penggerakan; dan

c) Bidang Pelayanan Bangga Kencana.

d) Sub IMP Bangga Kencana pada tingkat RW; dan

e) Kelompok KB pada tingkat RT.
Penanggung jawab IMP Bangga Kencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a
Pembina IMP Bangga Kencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dijabat oleh Penyuluh KB/PLKB, TOMA, TOGA.
Kepengurusan IMP Bangga Kencana berasal dari unsur masyarakat
yang berpengalaman dalam Program Bangga Kencana dan dipilih oleh

masyarakat melalui musyawarah.

Tugas Pengelola IMP Bangga Kencana dan IMP Sub Bangga Kencana

Pengelola IMP Bangga Kencana dan IMP Sub Bangga Kencana

melaksanakan tugas masing-masing sebagai berikut :

117

Penanggung Jawab IMP Bangga Kencana, mempunyai tugas:
a. Menjamin keberadaan IMP Bangga Kencana dengan menerbitkan

Surat Keputusan;
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b. Memfasilitasi dan memastikan kegiatan IMP Bangga Kencana
berkelanjutan;

c. Mengoordinasikan kegiatan IMP Bangga Kencana dengan berbagai
kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan lainnya;

d. Melakukan evaluasi pelaksanaan IMP Bangga Kencana; dan

e. Melaksanalkan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pemerintah
Pusat dan Daerah.

Pembina IMP Bangga Kencana, mempunyai tugas:

a. Melakukan pemetaan dan pendataan IMP Bangga Kencana,

b. Melakukan pembinaan dan pengembangan keorganisasian IMP
Bangga Kencana,;

c. Melakukan fasilitasi kemitraan IMP Bangga Kencana dengan mitra
kerja;

d. Mengawal usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan di
tingkat desa/kelurahan;

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana; dan

f. Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh

g. Penanggung jawab.

Pengelola IMP Bangga Kencana mempunyai tugas:
a. Ketua, bersama pengurus mempunyai tugas:
1) Menyusun program dan rencana kerja IMP Bangga Kencana
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2) Menyelenggarakan rapat koordinasi IMP Bangga Kencana
minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
3) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas (pertemuan lengkap)
IMP Bangga Kencana;
4) Mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan
pelaksanaan kegiatan di IMP Bangga Kencana,;
5) Mengoptimalkan fungsi dan ketua bidang agar efektif dan efisien;
6) Melakukan pemantauan dan evaluasi IMP Bangga Kencana;
7) Melaporkan pelaksanaan hasil kegiatan IMP Bangga Kencana
kepada penanggung jawab dan pembina; dan

8) Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Pembina.
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b. Sekretaris, mempunyai tugas:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

Mengadministrasikan kegiatan IMP Bangga Kencana;

Melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan IMP Bangga
Kencana;

Mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi;
Menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana IMP Bangga
Kencana;

Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Ketua;
Menyusun laporan kegiatan IMP Bangga Kencana dan
melaporkannya kepada Ketua; dan

Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua.

c. Bendahara, mempunyai tugas:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

Menyusun rencana anggararn,

Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengadaan kebutuhan
IMP Bangga Kencana,;

Memfasilitasi kebutuhan pembiayaan program kerja IMP Bangga
Kencana;

Mengatur dan mengelola bukti transaksi;

Menyusun laporan dan pembukuan IMP Bangga Kencana dan
melaporkannya kepada Ketua; dan

Melaksanakan penugasan lainnya yang diberikan oleh Ketua.

d. Bidang-Bidang, terdiri dari:

1)

2)

Bidang data Bangga Kencana, mempunyai tugas:

a) Mengumpulkan data;

b) Mengolah dan menyajikan data;

c) Melaporkan data melalui SIGA; dan

d) Memberikan pelayanan data kepada masyarakat dan sektor
terkait.

Bidang KIE dan Penggerakan, mempunyai tugas:

a) Mengidentifikasi isu dan sasaran KIE;

b) Menyusun isi pesan sesuai dengan kearifan lokal;

¢) Menentukan media dan saluran KIE;

d) Melaksanakan promosi dan KIE; dan

e) Melakukan Advokasi dan Penggerakan Bangga Kencana
kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan

Mitra Kerja.
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3)

Bidang Pelayanan Bangga Kencana mempunyai tugas:

a) Melakukan pelayanan Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK
Remaja, Kelompok KB, dan Rumah Dataku);

b) Melakukan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

c) Melakukan pelayanan pendampingan keluarga; dan

d) Melakukan pelayanan lainnya.

e. Sub IMP Bangga Kencana pada tingkat RW, mempunyai tugas

melaksanakan kegiatan teknis Program Bangga Kencana di tingkat
RW.

f. Kelompok KB pada tingkat RT, mempunyai tugas melaksanakan

kegiatan teknis Program Bangga Kencana di tingkat RT.

IV. Pengangkatan Dan Pemberhentian

1. Pengangkatan

a. Penyuluh KB/PLKB mengadakan sosialisasi pembentukan IMP

Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana oleh masyarakat

melalui musyawarah mufakat.

b. Untuk dapat diangkat menjadi Pengelola IMP Bangga Kencana dan

Sub IMP Bangga Kencana calon pengelola IMP Bangga Kencana dan

Sub IMP Bangga Kencana harus memenuhi Persyaratan sebagai

berikut ;

1) Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan
sehat.

2) Usia Minimum 23 Tahun, Maksimal 60 Tahun

3) Pendidikan minimal SLTP Sederajat

4) Berdomisili diwilayah kerja dibuktikan dengan KTP

5) Bekerja sepenuh waktu dengan mengisi surat pernyataan

6) Tidak merangkap jabatan dalam tugas-tugas lain di desa atau
kelurahan

7) Mampu berbahasa Indonesia dengan benar dan memahami
bahasa lokal setempat;

8) mempunyai pengetahuan cukup dalam bidang Program Bangga
Kencana.

0) Mengisi surat persetujuan Istri/Suami yang sudah menikah atau

orang tua yang belum menikah
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10) Mampu menggunakan media elektronik sebagai media KIE dan
pelaporan

c. calon pengelola IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana
yang memenuhi persyaratan, wajib melalui tahapan wawancara oleh
koordinator wilayah Penyuluh KB/PLKB masing-masing untuk
mendapatkan surat rekomendasi layak ditetapkan sebagai pengelola
IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana.

d. Kepala Desa/Lurah menetapkan kepengurusan dengan Surat
Keputusan Kepala Desa/Lurah sesuai dengan struktur kelembagaan
IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana.

e. Kepala Desa/Lurah mengukuhkan Pengelola IMP Bangga Kencana
dan Sub IMP Bangga Kencana berdasarkan Surat Keputusan.

f. Masa jabatan IMP Bangga Kencana selama 1 tahun dan dapat
diangkat kembali sesuai ketentuan berlaku.

g. Format formulir tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Pemberhentian

a. IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana diberhentikan ;

1) Meninggal Dunia

2) Mengundurkan diri;

3) Tidak menghadiri pertemuan ditingkat Desa/Kelurahan dan
Kecamatan sebanyak 3 (tiga) secara kali berturut-turut tanpa
alasan yang sah;

4) Tidak memberikan laporan rutin selama 3 bulan berturut -
turut, dan

b. Kepala Desa/Lurah menetapkan pemberhentian kepengurusan

dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Lurah.

V. Klasifikasi Kader

1.

Klasifikasi IMP Bangga Kencana Dan Sub IMP Bangga Kencana terdiri
atas 3 (tiga) yakni :

a. Klasifikasi Dasar

b. Klasifikasi Berkembang

c. Klasifikasi Mandiri

IMP Bangga Kencana Dan Sub IMP Bangga Kencana Klasifikasi Dasar

melakukan peran :
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. Pengorganisasian, sudah ada kepengurusan tetapi belum dilakukan

pembagian tugas;

. Pertemuan rutin, belum dilaksankan secara rutin karena belum ada

rencana kerja;

. Melakukan Konseling Informasi Edukasi kepada masyarakat

. Pencatatan, pendataan dan pemetaan dilakukan secara sederhana;

. Pelayanan kegiatan KB, pelayanan ulang alkon, penyaluran alkon

kondom, pil dan rujukan Bina Keluarga (Minimal satu bina
keluarga)
Upaya kemandirian, melakukan salah satu upaya kemandirian atau

tidak sama sekali

IMP Bangga Kencana Dan Sub IMP Bangga Kencana Klasifikasi

Berkembang mempunyai peran

a.

f.

Pengorganisasian, kepengurusan sudah dilengkapi dengan
pembagian tugas yang jelas kecuali untuk IMP Bangga Kencana

dimungkinkan kepengurusannya tunggal;

. Pertemuan rutin, dilaksanakan secara rutin/bulanan, sudah ada

rencana kerja dan notulen;
Melakukan Konseling Informasi Edukasi dan Komunikasi Inter

Personal;

. Pencatatan, pendataan dan pemetaan sudah mengikuti pola

Reporting Recording;

. Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap, pelayanan ulang alkon,

penyaluran alkon kondom dan pil, rujukan UPPKA, Bina keluarga
(minimal ada satu atau dua bina keluarga).

Upaya kemandirian, melaksanakan dua upaya kemandirian

IMP Bangga Kencana Dan Sub IMP Bangga Kencana Klasifikasi

Mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf ¢ mempunyai

peran:

a.

Pengorganisasian, Kepengurusan sudah dilengkapi dengan seksi-
seksi

Pertemuan rutin, sudah dilaksankan setiap bulan, berjenjang
membuat rencana Kerja dan notulen

Melakukan Konseling Informasi Edukasi Dan Komunikasi Inter

Personal
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d. Pencatatan, pendataan, dan pemetaan sudah mengikuti pola
Reporting Recording

e. Pelayanan kegiatan KB lebih lengkap, pelayanan ulang alkon,
penyaluran alkon, penyaluran alkon kondom dan pil, rujukan,
UPPKA, Bina Keluarga lengkap.

f. Upaya kemandirian lebih dari dua pelaksanaan kegiatan
kemandirian.

Tugas Dan Fungsi IMP Bangga Kencana / Sub IMP Bangga Kencana

Di dalam pelaksanaan kegiatan, IMP Bangga Kencana / Sub IMP Bangga
Kencana mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut :

1. Pengorganisasian

a. Sebagai wadah berbagai kegiatan ditingkat Desa, Kelurahan, Dusun
dan lingkungan memerlukan kepengurusan yang paripurna.

b. Kepengurusan secara kolektif, dan dapat dibagi pembagian kerja
dalam menjalankan peran.

c. Mengembangkan kemampuan PPKBD dan Sub PPKBD dalam
program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan
Stunting diwilayah kerja.

2. Pertemuan Rutin

a. Pertemuan rutin dilaksanakan secara berjenjang dan berkala
ditingkat Desa dan Kecamatan.

b. Pertemuan rutin ditingkat Desa/Kelurahan dipimpin oleh PKB
sebagai Pembina wilayah kerja.

¢. Pertemuan rutin ditingkat kecamatan dipimpin oleh koordinator
PKB Kecamatan.

d. Pertemuan rutin menjadi wadah untuk menyampaikan informasi,
data, bimbingan, pembinaan, Evaluasi, pemecahan masalah, dan
perencanaan Program Bangga Kencana dan Program percepatan
penurunan Stunting di lapangan.

3. Komnseling Informasi Edukasi

a. IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana melakukan
kegiatan penyuluhan, motivasi dan konseling, program Bangga
Kencana dan Program Penurunan Percepatan stunting;

b. Mendorong peningkatan kesertaan KB masyarakat yang mandiri

dan lestari.
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c. Mendorong peran serta dan kepedulian masyarakat untuk
memberikan perhatian kepada kesehatan dan keselamatan Ibu dan
keluarganya.

d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian keluarga terhadap
kesehatan reproduksi dalam rangka membina keharmonisan
keluarga.

e. Meningkatkan ketahanan keluarga yang meliputi aspek,
keagamaan, pendidikan, sosial budaya, cinta kasih dan
perlindungan dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia
sejahtera.

f. Meningkatkan kesadaran keluarga tentang perlunya menerapkan
pola asuh anak dengan memperhatikan tumbuh kembang anak
balita secara optimal yang dimulai sejak masa kehamilan (270 hari)
sampai dengan anak berusia 2 tahun (730 hari).

g Dalam rangka pengembangan meningkatkan kesejahteraan dan
kemandirian orang tua dan anggota keluarga lain serta membina
tumbuh kembang anak dan remaja secara seimbang melalui
komunikasi efektif antar orang tua dan anak remaja.

h. Meningkatkan keterampilan dan kemandirian lansia dan keluarga
lansia yang memiliki anggota keluarga yang berusia diatas 60 Tahun
keatas dalam pengembangan, pengasuhan perawatan, dan
pemberdayaan lansia agar dapat meningkatkan kesejahteraannya.

i. Mendorong keluarga agar mau dan mampu meningkatkan
pendapatan keluarga melalui pemberdayaan ekonomi keluarga
dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera

4. Pencatatan, Pendataan, dan Pemetaan Sasaran

a. IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana Program
Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting
melakukan kegiatan pencatatan secara rutin dan ikut
melaksanakan pendataan.

b. Bersama Penyuluh KB sebagai Pembina wilayah melakukan
pemetaan sasaran (Demografi, tahapan KS, dan lainnya).

c. IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana Program
Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan Stunting
memanfaatkan hasil pendataan dan peta sasaran bagi kepentingan

pembinaan diwilayah.
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Melakukan intervensi kegiatan-kegiatan diwilayah berdasarkan peta
PUS yang dibuat.

5. Pelayanan Kegiatan

a.

Pendewasaan usia perkawinan, Kesehatan reproduksi,
Penanggulangan HIV/AIDS serta NAPZA.

. Pengaturan kelahiran, Pembinaan PUS peserta KB dan

Penggerakkan pelayanan bagi PUS yang belum ber KB
Pembinaan ketahanan keluarga (BKB,BKR,BKL)

d. Peningkatan kesejahteraan keluarga, Pemberdayaan ekonomi

c.

f.

keluarga keluarga melalui UPPKA atau kegiatan ekonomi lainnya.
Pembinaan dan pendampingan keluarga beresiko stunting.

Memfasilitasi Keluarga dalam jaminan sosial.

6. Kemandirian

a.

Mengupayakan penyediaan alat kontrasepsi ulangan (Pil dan
Kondom)
Pendanaan kelompok melalui iuran, jimpitan, dan penjualan produk

setempat

- Mendorong kemandirian kelompok kegiatan (Poktan) dalam

memfasilitasi pelayanan KB

7. Kegiatan pendampingan keluarga beresiko stunting

a.

Memberikan informasi edukasi tentang upaya pencegahan

stunting pada Catin/ CaPUS;

. Memfasilitasi Catin/ CaPUS melakukan pemeriksaan kesehatan

kefasilitasi pelayanan kesehatan terdekat:

Memasukkan hasil pemeriksaan keschatan dari Puskesmas
kedalam Aplikasi E Isimil;

Menginformasikan kepada Catin/ CaPUS tentang perawatan /
penanganan yang harus dilakukan untuk menurunkan faktor resiko

stunting sesuai rekomendasi Aplikasi Elsimil;

. Melaporkan pelaksanaan pendampingan Catin melalui aplikasi yang

didalamnya berisi( pelaksanaan , rekomendasi, dan KIE Catin secara
berkala minimal 2 kali atau lebih sesuai kebutuhan)

Melaporkan kondisi keluarga kepada Pemerintah Desa / Kelurahan
dan TPPS Desa/ Kelurahan

KABAG ™
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Pencatatan Dan Pelaporan

L

Pencatatan

IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana melaksanakan
program Bangga Kencana dan Program Percepatan Penurunan
Stunting melakukan pencatatan program setiap bulan pada jenjang

tugas masing-masing dengan formulir pencatatan terdiri dari ;

a. Formulir IMP Bangga Kencana

1) Pendataan Keluarga

2) Pemutahiran Data Keluarga

3) Pembuatan Peta Program Desa/Kelurahan

4) Pencatatan rekapan PUS

S) Pengendalian Lapangan Tingkat Desa (C1. Dal Des)

6) Aplikasi SIGA IMP Bangga Kencana
b. Formulir SUB IMP Bangga Kencana

1) Pendataan Keluarga

2) Pemutahiran Data Keluarga

3) Pembuatan Peta Program Dusun/Lingkungan

4) Pencatatan Register PUS (R.1 PUS)

5) Buku bantu unmet need

6) Buku bantu Ibu hamil
c. Formulir Pendampingan Keluarga Beresiko

1) Aplikasi El simil

2) Hasi inputan E- visum

Selain pencatatan sebagaimana ayat (2), Kader melaksanakan
pencatatan lainnya yang diperintahkan oleh koordinator penyuluh KB,
Pemerintah Desa dan Kelurahan. Format formulir tercantum dalam

lampiran Peraturan Bupati ini.

Pelaporan

IMP Bangga Kencana / Sub IMP Bangga Kencana dalam
pelaksanaan program Bangga Kencana dan Program Percepatan
Penurunan Stunting melakukan pelaporan program setiap bulan pada
jenjang tugas masing-masing yang disampaikan Kepada Kepala
Desa/Kelurahan setiap Bulan. Formulir pelaporan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari ;
a. Formulir IMP Bangga Kencana
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IX.

3.

1) Pencatatan Register PUS (R.1 PUS)
2) C.1 Dal-Des
3) Laporan Tribina
b. Formulir SUB IMP Bangga Kencana
1) Pencatatan Register PUS (R.1 PUS)
2) Laporan Buku bantu unmet need
3) Buku bantu Ibu Hamil
¢. Formulir Pendampingan Keluarga Beresiko
1) Aplikasi El simil

2) Hasil inputan E- visum

Format formulir tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Evaluasi

1.

Koordinator Penyuluh KB mengevaluasi hasil kerja IMP Bangga
Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana disetiap tingkatan setiap
bulan.

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Koordinator penyuluh KB memberi rekomendasi kepada Kepala
Desa/Kelurahan terhadap IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga
Kencana yang tidak melaksanakan tugas dan Fungsi.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar Kepala
Desa/Kelurahan untuk menunda dan atau melakukan Pembayaran

Honor IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana

Peran, Tangung Jawab, Pembinaan, dan Pengawasan.

1

Peran dan Tanggung Jawab Kecamatan
Camat sebagai penyelenggara IMP Bangga Kencana memiliki peran dan
tanggung jawab dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:
a. Sebagai motivator
1) Camat memberikan dorongan kepada masyarakat di wilayahnya
untuk aktif berpartisipasi dan berperan serta dalam kegiatan
pembangunan masyarakat di kecamatan.
2) Camat melakukan pembinaan masyarakat dalam kegiatan dan

Program Bangga Kencana di wilayah kecamatan.
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b. Sebagai fasilitator

1) Camat dapat menyusun kebijakan penguatan Institusi
Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) dalam bentuk Peraturan
Camat, Keputusan Camat, dan kebijakan lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

2) Camat dapat menganggarkan kebutuhan operasional IMP
Bangga Kencana.

3) Camat melakukan peningkatan kapasitas masyarakat dalam
Program Bangga Kencana di wilayahnya melalui
pelatihan/workshop/seminar/lokakarya.

4) Camat melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah di kecamatan dan masyarakat.

5) Camat melakukan pengidentifikasian potensi masyarakat berupa
sumber daya manusia, sumber daya alam, ekonomi, dan sosial
budaya masyarakat yang berkaitan dengan Program Bangga
Kencana di wilayahnya.

6) Camat memfasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan dan
pembangunan masyarakat

7) Camat memfasilitasi terselenggaranya forum
rapat/koordinasi/rembuk  Program Bangga Kencana di
wilayahnya.

c. Sebagai mobilisator

1) Camat dapat melakukan pemberdayaan masyarakat berbasis
kearifan lokal dalam pembangunan Program Bangga Kencana di
wilayah kecamatan.

2) Camat melakukan upaya peningkatan akses informasi dan
pelayanan Program Bangga Kencana di wilayahnya.

3) Camat meningkatkan inovasi Program Bangga Kencana di
wilayahnya.

2. Peran dan Tanggung Jawab Desa/Kelurahan
Kepala Desa/Lurah sebagai penyelenggara IMP Bangga Kencana
memiliki peran dan tanggung jawab dalam Pemberdayaan Masyarakat
yaitu:

a. Sebagai motivator
1). Kepala Desa/Lurah memberikan dorongan kepada masyarakat

diwilayahnya untuk aktif berpartisipasi dan berperan serta
dalam kegiatan pembangunan masyarakat di desa/kelurahan.
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2). Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan masyarakat dalam
kegiatan dan Program Bangga Kencana di wilayah
desa/kelurahan.

b. Sebagai fasilitator

1). Kepala Desa/Lurah dapat menyusun kebijakan penguatan
Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP) dalam bentuk
Peraturan Desa/Lurah, Keputusan Desa/Lurah, dan kebijakan
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2). Kepala Desa/Lurah dapat menganggarkan kebutuhan
operasional IMP Bangga Kencana.

3). Kepala Desa/Lurah melakukan peningkatan kapasitas
masyarakat dalam Program Bangga Kencana di wilayahnya
melalui pelatihan/workshop/seminar/ lokakarya.

4). Kepala Desa/Lurah melakukan peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintah di desa/kelurahan dan masyarakat.

S). Kepala Desa/Lurah melakukan pengidentifikasian potensi
masyarakat berupa sumber daya manusia, sumber daya alam,
ekonomi, dan sosial budaya masyarakat yang berkaitan dengan
Program Bangga Kencana di wilayahnya.

6). Kepala Desa/Lurah memfasilitasi kegiatan-kegiatan
pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

7). Kepala Desa/Lurah memfasilitasi terselenggaranya forum
rapat/koordinasi/rembuk Program Bangga Kencana di
wilayahnya.

c. Sebagai mobilisator

1). Kepala Desa/Lurah dapat melakukan pemberdayaan masyarakat
berbasis kearifan lokal dalam pembangunan Program Bangga
Kencana di wilayah desa/kelurahan.

2). Kepala Desa/Lurah melakukan upaya peningkatan akses
informasi dan pelayanan Program Bangga Kencana diwilayahnya.

3). Kepala Desa/Lurah meningkatkan inovasi Program Bangga
Kencana di wilayahnya.

3. Pembinaan dan pengawasan kinerja IMP Bangga Kencana dan Sub IMP
Bangga Kencana dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB yang secara teknis dilaksanakan bersama-sama
oleh Kepala Desa dan Penyuluh KB
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4. Pemerintah Daerah  dapat memberikan penghargaan atas

Prestasi IMP Bangga Kencana dan Sub IMP Bangga Kencana dalam
bentuk yang tidak mengikat di sesuaikan dengan kondisi dan

kemampuan daerah

Format - Format

1. Format Surat Pernyataan Izin Suami/Istri

SURAT PERNYATAAN IZIN SUAMI/ISTRI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama -

Tempat /tanggal lahir

Pekerjaan

Alamat -

Dengan ini menyatakan bahwa saya mengizinkan istri saya :
Nama :

Tempat /tanggal lahir

Alamat

Untuk menjadi Kader IMP Bangga Kencana/Sub IMP Bangga Kencana
di Desa .. .o,

----------------------

Format Surat Pernyataan Bersedia Bekerja Sepenuh Waktu

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJA SEPENUH WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat /tanggal lahir

Pekerjaan

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sanggup

bekerja sepenuh waktu sebagai kader Kader IMP Bangga




£y
Kencana/Sub IMP Bangga Kencana Desa .................. Kecamatan

................. dan siap diberhentikan apabila tidak mematuhi pernyataan

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yang membuat pernyataan

----------------------
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